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SOAL 

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa 

anda ambil dari kejadian tersebut? 

Jawab : Menurut tanggapan saya, berita tersebut menunjukkan konsekuensi serius dari kegiatan 

unjuk rasa di tengah situasi pandemi, terutama terkait kesehatan para demonstran. Aksi unjuk 

rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat memanglah menunjukakan 

semangat kebebasan berpendapat dan demokrasi. Namun, dengan situasi pandemi saat ini, 

penyebaran Covid 19 malah justru semakin merebak dan tentu nya hal ini sangatlah beresiko 

pada kesehatan mahasiswa dan masyarakat sebab penyebaran virus melalui kerumunan massa. 

Hal ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, terutama di tengah 

situasi pandemi saat ini. 

Hal positif  yang bisa di ambil: 

➢ Mahasiswa dan masyarakat masih memiliki rasa kepedulian terhadap isu sosial dan 

keberanian untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan publik. 

➢ Keterbukaan pemerintah dan pihak yang terkait dalam memberikan data dan informasi 

kepada publik tentang potensi risiko kesehatan dari aksi massa yang terjadi. 

➢ Seperti yang disampaikan oleh Nizam, pentingnya mahasiswa menggunakan pendekatan 

intelektual adalah contoh bagaimana keinginan dapat disampaikan dengan lebih aman dan 

efektif. 

 

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat 

umum seperti  demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi 

merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan 

aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19? 



Jawab : Menurut pendapat saya, kita semua berhak dan bebas mengemukakan pendapat. 

Mengemukakan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, melakukan sesuatu 

yang merusak fasilitas umum jelas melanggar hukum dan merugikan banyak orang. Kerusakan 

fasilitas tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. 

 

Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19: 

➢ Mengadakan forum diskusi atau webinar secara online yang menghadirkan ahli, tokoh 

masyarakat, atau pejabat untuk membahas isu penting dan mencari solusi. 

➢ Menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Tiktok, dll secara bijak untuk 

menyuarakan pendapat, menyebarkan informasi, dan menggalang dukungan publik.  

 

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha 

dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang? 

 

Jawab : Perbedaan prioritas menyebabkan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, 

Pengusaha cenderung focus pada efisiensi dan keuntungan, sementara buruh menuntut 

kesejahteraan dan perlindungan hak. Maka dari itu, untuk mencapai keseimbangan antara hak 

dan kewajiban pada kedua belah pihak, solusi yang dapat diterapkan yaitu: 

• Melakukan Dialog dan Perundingan 

Pengusaha dan buruh harus duduk bersama untuk berdialog secara terbuka melalui 

perundingan bipartit. Tujuannya untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua 

belah pihak tanpa konflik berkepanjangan. 

• Patuh pada Hukum 

       Pengusaha wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan, seperti memberikan upah sesuai UMR, 

jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan hak cuti. Selain itu, buruh juga harus 

menjalankan kewajibannya, seperti bekerja sesuai kontrak dan meningkatkan produktivitas. 

• Peraturan Perusahaan yang Adil 

Pengusaha perlu membuat peraturan perusahaan yang transparan dan disepakati bersama, 

sehingga hak dan kewajiban kedua pihak jelas sejak awal. 

• Mediasi oleh Pihak Ketiga 

Jika terjadi konflik, mediator netral (misalnya dari pemerintah) dapat membantu 

menyelesaikan masalah secara adil tanpa berpihak. 

• Kompromi Berbasis Kepentingan Bersama 

Kedua pihak harus mencari solusi yang menguntungkan bersama, seperti meningkatkan 

efisiensi kerja sambil tetap memperhatikan kesejahteraan buruh. 

• Pengawasan Pemerintah 

Untuk mencegah pelanggaran hak pengusaha dan buruh, pemerintah harus aktif memantau 

pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. 

 

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara 

negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? 

 



Jawab : Berikut ini beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk menjunjung tinggi hak dan 

kewajiban antara negara dan warga negara, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam 

masyarakat , bangsa, dan negara: 

  Peningkatan Kesadaran Hukum 

Berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, warga negara harus 

dididik tentang hak dan kewajiban mereka. Memahami dengan baik hukum ini akan membantu 

mereka menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya. 

 Penegakan Hukum yang Adil 

Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Setiap 

pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu untuk meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap sistem hukum 

 Dialog Terbuka antara Pemerintah dan Masyarakat 

Pemerintah perlu membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk 

mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Forum diskusi atau konsultasi publik dapat 

menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik. 

 Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Negara harus proaktif dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya. Termasuk 

mengatasi pelanggaran HAM dan memberikan akses kepada warga untuk mendapatkan 

keadilan. 

 Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat perlu diberdayakan melalui program-program yang meningkatkan partisipasi 

mereka dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini dapat 

dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau program keterlibatan publik. 

 Keadilan Sosial 

Untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya 

didistribusikan secara merata, dan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan, 

kesehatan, dan kesempatan kerja. 

 Mendorong Toleransi dan Kerjasama 

Masyarakat perlu didorong untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghormati 

perbedaan, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

 

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan hubungan antara negara dan warga 

negara dapat lebih harmonis, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang lebih baik. 

 

  

 


